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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang
lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf

Latin beserta perangkatnya.
A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf.
Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan

dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.
Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
<
. Ta T Te
[
& Sa S es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
C Ha h ha (dengan titik di bawah)




Kha Kh ka dan ha
Dal d De
Zal 7 Zet (dengan titik di atas)
Ra r er
Zai z zet
Sin S es
Syin sy es dan ye
Sad S es (dengan titik di bawah)
Dad d de (dengan titik di bawah)
Ta t te (dengan titik di bawah)
Za z zet (dengan titik di bawah)
“ain koma terbalik (di atas)
Gain g ge
Fa f ef
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3 Qaf q ki

4 Kaf k ka
J Lam 1 el

. Mim m em
o Nun n en
P Wau w we
A Ha h ha
. Hamzah ¢ apostrof
< Ya y ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau

monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
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- Fathah a a

Kasrah i i

s Dammah u u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
. 6 Fathah dan ya ai adanu
_ j Fathah dan wau au adanu
Contoh:
- X kataba
- Jx-a fa'ala
- & suila
- G5 kaifa
- J}" haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
- L; 3 Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
& Kasrah dan ya 1 1 dan garis di atas
. ; Dammah dan wau il u dan garis di atas
Contoh:
- Je qala

- Y rama
- qila

- Ji&  yaqlu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

A. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammabh,
transliterasinya adalah “t”.
B. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
C. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan
kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu

ditransliterasikan dengan “h”.
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Contoh:

A

- JULY &5 raudah al-atfal/raudahtul atfal

2 °
“ 578 Y

- &%l &3l al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

. b talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda,
tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
- JJJ nazzala

- 4 al-birr

pd

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J\, namun

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti
kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan dengan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis terpisah

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- U arrajulu



o

- (’;Jaﬂ\ al-qalamu
- Mﬂ asy-syamsu
- Y aljalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah

yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
- 420 ta’khuzu
8 .y
- {x% syai'un
- %) an-nau’u

inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-

kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain

karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga

dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
- G 5 340 u\ 3 Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqi/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
- less 5 LEE A g Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital
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Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini
huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,
di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan
kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
- uwﬂ&“ C)) AM 2 Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
- e fj)\ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahTm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya
memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada

huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

ST Jreegt Allaahu gaftirun rahim

B A Lillahi al-amru jamT an/Lillahil-amru jamT an
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan [lmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman

transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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ABSTRAK

Leny Febianti Hidayah, NIM 10222014, 2026, Analisis Hambatan Pelaksanaan Putusan
Pengadilan dalam Perkara Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Perspektif Hifz al-Mal
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg). Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Jumailah, M.S.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijsde) seharusnya dapat dilaksanakan secara efektif agar hak para pihak
benar-benar terpenuhi. Namun dalam praktiknya, Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor
2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah antara Koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Batang dengan salah satu anggotanya
belum dapat dilaksanakan meskipun telah inkracht (berkekuatan hukum tetap). Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan putusan tersebut ditinjau dari Teori
Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, serta menganalisis dampak hambatan tersebut menurut
perspektif hifz al-mal dalam kerangka magqdsid al-syari ‘ah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan
sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak KSPPS BTM Batang
selaku Penggugat serta Hakim, Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama Batang, sedangkan
data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif
Miles, Huberman, dan Saldafia, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan Putusan Nomor
2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg tidak bersumber dari ketidakjelasan objek dan jumlah kewajiban pada
aspek substansi hukum (legal substance), karena amar putusan telah dirumuskan secara jelas
dan memenuhi syarat untuk dieksekusi, meskipun terdapat celah pada rumusan mekanisme
pelaksanaannya yang bersifat permisif dan belum memerintahkan aparat pengadilan secara
eksplisit untuk melaksanakan sita dan lelang eksekusi. Hambatan yang lebih dominan terletak
pada aspek struktur hukum (legal structure), yaitu sifat pasif mekanisme eksekusi yang
menuntut adanya permohonan dari pihak berkepentingan serta keterbatasan kapasitas
kelembagaan dalam menelusuri objek jaminan, dan pada aspek budaya hukum (legal culture)
berupa rendahnya iktikad baik Tergugat untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Dampak
hambatan tersebut menurut perspektif hifz al-mal, menunjukkan bahwa tujuan syariat dalam
melindungi dan memulihkan hak kebendaan Penggugat belum tercapai secara optimal,
sekaligus berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penyelesaian
sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama. Penelitian ini merekomendasikan
penguatan kapasitas kelembagaan dalam eksekusi, penerapan prinsip kehati-hatian dalam
penyaluran pembiayaan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi
putusan pengadilan.

Kata Kunci: eksekusi putusan, wanprestasi, pembiayaan murabahah, hifz al-mal, teori sistem
hukum Lawrence M. Friedman.
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ABSTRACT

Leny Febianti Hidayah, Student ID (NIM) 10222014, 2026. Analysis of Obstacles to the
Execution of Court Decisions in Cases of Default (Wanprestasi) in Murabahah Financing from
the Perspective of Hifz al-Mal (A Case Study of Batang Religious Court Decision Number
2/Pdt.G.5/2023/PA.Btg). Undergraduate Thesis, Department of Islamic Economic Law,
Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor: Jumailah, M.S.I.

This research is motivated by the fact that a court decision which has obtained
permanent legal force (inkracht van gewijsde) should ideally be executed effectively so that the
rights of the parties are genuinely fulfilled. In practice, however, Batang Religious Court
Decision Number 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg, concerning a default (wanprestasi) dispute in
murabahah financing between the Sharia Savings and Loan Cooperative (KSPPS) BTM
Batang and one of its members, has not been executed despite having obtained permanent legal
force (inkracht). This research aims to analyze the obstacles to the execution of the decision
from the perspective of Lawrence M. Friedman’s Legal System Theory, as well as to analyze
the impact of those obstacles from the perspective of hifz al-mal within the framework of
maqasid al-shari ‘ah.

This research is an empirical juridical study employing a sociological approach.
Primary data were obtained through interviews with KSPPS BTM Batang as the Plaintiff, as
well as the Judge, Court Clerk, and Bailiff of the Batang Religious Court, while secondary data
were obtained through a literature study of laws and regulations, court decisions, and relevant
legal literature. Data collection techniques consisted of interviews and documentation. Data
analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaria,
comprising data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of the research show that the obstacles to the execution of Decision Number
2/Pdt.G.8/2023/PA.Btg do not stem from a lack of clarity regarding the object and amount of
the obligation in terms of legal substance, since the operative part of the decision (amar
putusan) has been formulated clearly and meets the requirements for execution, although a
gap exists in the formulation of its enforcement mechanism, which is permissive in nature and
does not explicitly instruct court officials to carry out confiscation and auction execution. The
more dominant obstacles lie in the aspect of legal structure, namely the passive nature of the
execution mechanism, which requires a request from the interested party, as well as limited
institutional capacity in tracing the collateral object, and in the aspect of legal culture, namely
the low good faith of the Defendant in voluntarily complying with the decision. The impact of
these obstacles, viewed from the perspective of hifz al-mal, shows that the sharia objective of
protecting and restoring the Plaintiff’s property rights has not been optimally achieved, while
also potentially diminishing public trust in the effectiveness of sharia economic dispute
resolution through the Religious Court. This research recommends strengthening institutional
capacity in execution, applying the principle of prudence in financing distribution, and
enhancing public legal awareness in complying with court decisions.

Keywords: execution of court decisions, default (wanprestasi), murabahah financing, hifz al-
mal, Lawrence M. Friedman’s legal system theory.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.! Sebagai negara hukum,
setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa
melalui lembaga peradilan yang independen. Putusan pengadilan menjadi instrumen
penting dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak
yang bersengketa.? Akan tetapi, tujuan tersebut tidak hanya ditentukan oleh putusan yang
dijatuhkan, melainkan juga oleh terlaksananya putusan tersebut. Sehingga hak dan
kewajiban para pihak benar-benar dapat diwujudkan.?

Dalam lingkungan Peradilan Agama, kewenangan mengadili tidak hanya terbatas
pada perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah, tetapi
juga meliputi penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.*
Perluasan kewenangan ini merupakan respon terhadap pesatnya perkembangan aktivitas
ekonomi berbasis syariah di Indonesia yang membutuhkan lembaga peradilan yang
memiliki kompetensi khusus dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip
hukum Islam.’

Keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari cepatnya proses
pemeriksaan perkara, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan putusan setelah putusan
memperoleh kekuatan hukum tetap.’ Dalam praktiknya, masih ditemukan putusan yang
telah inkracht tetapi belum dapat dilaksanakan sehingga hak pihak yang dimenangkan
belum terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam
pelaksanaan putusan yang berdampak pada belum tercapainya tujuan penyelesaian

sengketa secara optimal.

! Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi revisi (Yogyakarta: Liberty, 2009), 246.

3 Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 (Jakarta: Mahkamah Agung RI,
2010).

4 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4611.

5 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta:
Kencana, 2012), 67.

% Grace Mouren Febiola Karwur, “Problematika Eksekusi Putusan Gugatan Sederhana dalam Kasus
Wanprestasi,” Lex Administratum 13, no. 4 (2025): 4-6.
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Permasalahan hambatan pelaksanaan putusan tersebut tampak dalam Putusan
Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg mengenai sengketa wanprestasi
pembiayaan murabahah antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
(KSPPS) BTM Batang dengan salah satu anggotanya yang diselesaikan melalui
mekanisme gugatan sederhana. Dalam amar putusannya, Hakim menjatuhkan putusan
yang menyatakan sah Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 7.01.03307, menyatakan
Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan menghukum Tergugat membayar kewajiban
sebesar Rp37.760.300,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus
rupiah) yang meliputi pokok pembiayaan, tunggakan margin, dan biaya penagihan. Hakim
juga menetapkan objek jaminan berupa motor dan mobil yang tertera dalam akad sebagai
barang yang harus dijual dipergunakan untuk melunasi kewajiban tersebut apabila
Tergugat tidak membayar kewajiban secara tunai dan tidak menyerahkan objek jaminan
tersebut secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan.’

Putusan tersebut diketahui telah kekuatan hukum tetap pada tanggal 9 Oktober 2023 .
Namun demikian, status inkracht yang secara hukum memberikan kekuatan eksekutorial
ternyata belum mampu mendorong terpenuhinya hak Penggugat secara nyata. Berdasarkan
hasil wawancara dengan pihak KSPPS BTM Batang selaku Penggugat, hingga saat
penelitian ini dilakukan, Tergugat belum melaksanakan kewajiban pembayaran maupun
menyerahkan objek jaminan secara sukarela sebagaimana yang ditentukan dalam amar
putusan. Selain itu, objek jaminan tidak diketahui keberadaannya meskipun telah
dilakukan berbagai upaya pencarian dan penelusuran oleh Penggugat. Kondisi tidak
ditemukannya objek jaminan tersebut menjadi faktor yang menyebabkan Penggugat belum
mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Batang dengan pertimbangan
bahwa proses eksekusi tidak akan berjalan efektif apabila objeknya tidak dapat diemukan.’

Keadaan tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya kesenjangan
antara putusan sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap hak penggugat dan pelaksanaan
putusan sebagai sarana pemulihan hak tersebut. Putusan yang tidak dapat dilaksanakan

berpotensi mengurangi fungsi peradilan dalam memberikan kepastian hukum, keadilan,

7 Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg (Arsip Pengadilan Agama Batang).

8 Pengadilan Agama Batang, "Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg," Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Batang, diakses pada 15 Oktober 2025, https://sipp.pa-batang.go.id/.

% Ibu Suci, Staf Bagian Accounting dan Personalia, selaku Pihak KSPPS BTM Batang, diwawancarai
oleh penulis, Batang, 25 Februari 2026.
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dan kemanfaatan.'? Oleh karena itu, perlu dianalisis hambatan apa saja yang menyebabkan
pelaksanaan putusan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai
landasan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan putusan. Menurut Friedman,
bekerjanya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum
(legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).!!
Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan suatu aturan hukum
diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori
tersebut digunakan untuk menganalisis apakah hambatan pelaksanaan putusan disebabkan
oleh aspek kelembagaan, ketentuan hukum yang berlaku, atau budaya hukum para pihak
dalam menaati putusan pengadilan.

Selain dianalisis melalui teori sistem hukum, penelitian ini juga menggunakan
perspektif hifz al-mal yang merupakan salah satu dari lima pilar tujuan disyariatkannya
hukum Islam (magqdsid al-syari‘ah).'* Hifz al-mal menekankan pentingnya menjaga,
melindungi, dan mengembalikan hak atas harta yang dimiliki seseorang secara sah. Dalam
sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah, hak penggugat untuk memperoleh
pelunasan piutang merupakan bagian dari perlindungan harta yang seharusnya diwujudkan
melalui mekanisme hukum.!® Oleh karena itu, apabila putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap tidak dapat dilaksanakan sehingga hak penggugat belum terpenuhi, kondisi
tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tujuan hifz al-mal telah tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis
secara mendalam apa saja hambatan pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Batang
Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah serta
bagaimana dampak hambatan tersebut menurut perspsektif hifz al-mal. Oleh karena itu,
akan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul "Analisis Hambatan
Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Wanprestasi Pembiayaan
Murabahah Perspektif Hifz al-Mal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang
Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg)."

10 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta: Sinar Grafika,
2014), 45-46.

! Farida Sekti, “Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman dalam Pemberantasan Korupsi di
Indonesia,” Eldusturie: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 4, no. 2 (2017): 150-152.

12 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 234.

13 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta:
Kencana, 2012), 87-88.
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B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Apa saja hambatan pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor
2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah ditinjau
dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman?

2. Bagaimana dampak hambatan pelaksanaan putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg

menurut perspektif Aifz al-mal?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis hambatan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Batang
Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah
ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.
2. Untuk menganalisis dampak hambatan pelaksanaan putusan tersebut dari perspektif

hifz al-mal.

D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun
praktis, yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan terkait
hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara
sengketa wanprestasi di lingkungan peradilan agama serta memperkaya kajian
magqashid syariah, khususnya prinsip hifz al-mal dalam meninjau bagaimana
putusan pengadilan mampu mewujudkan perlindungan harta dan kemaslahatan bagi
para pihak.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pengadilan Agama Batang
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hambatan
yang muncul dalam pelaksanaan putusan pengadilan setelah berkekuatan hukum
tetap, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya optimalisasi
pelaksanaan putusan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan

kemanfaatan bagi para pihak.



29

b. Bagi KSPPS BTM Batang
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai
hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan putusan sengketa
pembiayaan murabahah, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan
prinsip kehati-hatian (prudential principle), khususnya dalam memberikan
pembiayaan, serta langkah-langkah mitigasi risiko guna meminimalisasi
terjadinya wanprestasi dan hambatan dalam pemulihan hak ketika sengketa
terjadi.
c. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat,
khususnya para pihak yang terlibat dalam pembiayaan syariah, mengenai
pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan akad yang telah
disepakati. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai
konsekuensi hukum dari wanprestasi serta pentingnya pelaksanaan putusan
pengadilan sebagai sarana perlindungan hak dan penyelesaian sengketa secara
adil.
E. Kerangka Teoritik
1. Sistem Hukum Lawrence M. Friedman
Lawrence M. Friedman merupakan salah satu tokoh penting dalam sosiologi hukum.
Melalui bukunya yang berjudul The Legal System: A Social Science Perspective (1975),
Ia mengembangkan kerangka pemikiran yang memandang hukum sebagai sistem sosial
yang hidup dan dinamis. Bagi Friedman, hukum bukanlah sekumpulan aturan yang
berdiri sendiri, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.'* Efektivitas
hukum, menurutnya, tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan undang-undang di atas
kertas, melainkan harus dinilai dari kemampuannya dalam memengaruhi perilaku nyata
masyarakat. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama yang
saling berhubungan yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal
structure), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga elemen ini harus bekerja secara
harmonis agar hukum dapat berfungsi secara efektif. Apabila salah satu komponen
lemah, maka keseluruhan sistem hukum akan mengalami kegagalan dalam mencapai

tujuannya.

14 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) (Jakarta:
Kencana, 2009), 214.
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a. Substansi Hukum (legal substance)

Substansi hukum adalah keseluruhan norma, aturan, asas, dan putusan yang
menjadi isi dari suatu sistem hukum. Substansi hukum mencakup hukum tertulis
maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman dalam mengatur hak, kewajiban, serta
hubungan hukum di dalam masyarakat. Menurut Friedman, substansi hukum akan
efektif apabila jelas, konsisten, realistis, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.
Jika substansi hukum bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat atau
terlalu idealis tanpa mempertimbangkan realitas, maka hukum tersebut sulit untuk
ditegakkan.!’

b. Struktur Hukum (legal structure)

Struktur Hukum yaitu kerangka kelembagaan yang menjalankan substansi
hukum tersebut. Struktur hukum merupakan kerangka kelembagaan (institutional
framework) yang memungkinkan suatu sistem hukum dapat berfungsi. Struktur
hukum meliputi lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat,
menerapkan, dan menegakkan hukum beserta pembagian tugas, kewenangan, dan
prosedur kerjanya. Struktur ini berfungsi sebagai “mesin” pelaksana hukum.
Efektivitas struktur hukum sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya,
independensi, koordinasi, dan efisiensi lembaga-lembaga tersebut.'¢

c. Budaya Hukum (legal culture).

Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku masyarakat
terhadap hukum, baik di kalangan praktisi hukum (budaya internal) maupun
masyarakat umum (budaya eksternal). Budaya hukum mencerminkan tingkat
kesadaran hukum, kepercayaan terhadap sistem hukum, serta legitimasi yang
diberikan masyarakat. Hukum hanya akan efektif jika masyarakat memandangnya
sebagai sesuatu yang adil, bermanfaat, dan layak untuk dipatuhi. Apabila budaya
hukum lemah misalnya masyarakat tidak percaya kepada aparat penegak hukum,

rendahnya kesadaran hukum, atau adanya konflik antara nilai hukum dengan nilai

15 Rahmat Hidayat, “Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam Perspektif Penegakan Hukum,”
JURIH: Jurnal llmu Hukum 1, no. 2 (2023): 128-129.

16 Fitri Aliva Rachmarani, Anita Afriana, dan Rai Mantili, “Small Claims Court Procedure in The
Framework of Indonesian Law Reform: An Analysis of Community Legal Needs and Lawrence M. Friedman's
Three Legal Sub-Systems Theory,” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 6, no. 1 (2024): 50-52.
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sosial maka substansi dan struktur hukum yang baik sekalipun tidak akan mampu
mencapai tujuan yang diharapkan.'’
2. Hifz al-mal
Konsep Hifz al-Mal merupakan salah satu tujuan pokok (magqdasid al-syari'ah)
yang termasuk dalam kategori al-darariyyat al-khams, yaitu lima kebutuhan primer
yang harus dijaga demi terwujudnya kemaslahatan manusia. Lima tujuan pokok
tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal
(hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks
muamalah, hifz al-mal memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan dengan
perlindungan hak kepemilikan, kepastian hukum atas harta, dan keadilan dalam
hubungan ekonomi.'®

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, tujuan syariat tidak hanya mengatur hubungan
manusia dengan Allah, tetapi juga menjaga kemaslahatan manusia dalam kehidupan
bermasyarakat. Salah satu bentuk kemaslahatan tersebut adalah perlindungan terhadap
harta yang diperoleh melalui cara yang sah. Oleh karena itu, Islam menetapkan berbagai
ketentuan untuk menjaga harta, seperti kewajiban memenuhi akad, larangan memakan
harta orang lain secara batil, larangan melakukan penipuan, riba, gharar, serta
pemberian mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-
hak ekonomi."’

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ibn 'dsyiir yang menjelaskan bahwa hifz al-
mal tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberadaan harta, tetapi juga menjamin
keberlangsungan aktivitas ekonomi yang adil serta memberikan perlindungan terhadap
hak-hak para pihak dalam setiap transaksi.?’ Dengan demikian, perlindungan terhadap
harta tidak berhenti pada pengakuan hak kepemilikan, melainkan juga mencakup
pemenuhan hak dan kewajiban yang lahir dari suatu hubungan hukum.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, Jasser Auda memandang

maqasid al-syari'ah sebagai suatu sistem yang berorientasi pada kemaslahatan

17 Bukti Padang, Muhammad Abduh, dan Fauziah Lubis, “Budaya Hukum dan Pengaruhnya dalam
Penegakan Hukum di Indonesia (Analisis Restorative Justice),” Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik 6, no. 3
(2024): 186-190.

18 Pertiwi, R., & Herianingrum, S. “Magashid Syariah dan Hifz al-Mal sebagai Kerangka Etis.” Balance:
Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 2026.

1 Yamkee, A. K., et al. “Konsep hifz al-mal dalam pelaburan Bitcoin menurut perspektif ulama maqasid
syariah.” Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 10, no. 1 (2025): 1422-1444.
https://doi.org/10.53840/alirsyad.v10i1.497.

20 “Magqasid al-Sharia and Digital Data Ownership: From Al-Shatibi to Jasser Auda.” Journal of Islamic
Law on Digital Economy and Business 1, no. 2 (2025): 1-15
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(maslahah) dan hasil nyata (outcome-oriented).>' Menurut Jasser Auda, keberhasilan
penerapan hukum tidak cukup diukur dari keberadaan norma atau putusan, tetapi harus
dinilai dari manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu,
dalam konteks perlindungan harta, keberadaan putusan pengadilan belum dapat
dikatakan mewujudkan hifz al-mal apabila hak pihak yang dimenangkan belum dapat
dipulihkan melalui pelaksanaan putusan.
3. Konsep Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) merupakan tahapan akhir dari proses
penyelesaian sengketa di pengadilan. Tahap ini memiliki peran penting karena
bertujuan merealisasikan amar putusan sehingga hak dan kewajiban para pihak yang
telah ditetapkan oleh hakim dapat terlaksana secara nyata. Dengan demikian,
pelaksanaan putusan merupakan bentuk konkret dari penegakan hukum yang menjamin
bahwa putusan pengadilan tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara yuridis,
tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada pihak yang
memperoleh kemenangan. >

Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan
oleh pengadilan secara paksa terhadap pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban
yang ditetapkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde). Eksekusi dilakukan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan
secara sukarela.”® Sejalan dengan itu, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa
hukum acara perdata bertujuan mempertahankan hukum perdata materiil. Oleh karena
itu, putusan hakim akan mempunyai arti apabila dapat dilaksanakan. Putusan yang tidak
dapat dilaksanakan hanya memberikan kepastian hukum secara formal, tetapi belum
mampu memulihkan hak pihak yang dirugikan.**

Pelaksanaan putusan pada dasarnya mengutamakan pelaksanaan secara sukarela
(voluntary compliance) oleh pihak yang kalah. Apabila pihak yang kalah tidak
melaksanakan isi putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan

permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang. Prinsip ini

2l Alamsyah, T., Musyahid, A., & Sultan, L. “Construction of Maqashid Syariah according to Jasser
Auda” SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2025).
https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v3i2.14728.

22 Ahmad Fauzi et al., “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata: Tantangan dan Efektivitas Penegakan
Hukum,” Jurnal Penegakan Hukum 3, no. 3 (2026): 101-108.

23 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, ed. ke-2 (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), 3-5.

24 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006), 86—88.
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mencerminkan semangat hukum acara perdata yang menghargai kesadaran hukum para
pihak dan menghindari tindakan paksa yang tidak perlu.
4. Konsep Wanprestasi

Wanprestasi merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perikatan
yang mengatur pelaksanaan perjanjian antara para pihak. Secara etimologis, istilah
wanprestasi berasal dari bahasa Belanda wanprestatie, yang berarti prestasi buruk atau
tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah disepakati.’> Dalam hukum
perdata Indonesia, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan, terlambat
melaksanakan, atau melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan isi perjanjian, sehingga
menimbulkan kerugian bagi kreditur.?® Konsep ini didasarkan pada asas pacta sunt
servanda, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata).

Menurut Prof. R. Soebekti, wanprestasi adalah keadaan di mana si berhutang
tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Yahya Harahap menambahkan bahwa
wanprestasi mencakup pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak
sebagaimana mestinya. Unsur-unsur wanprestasi meliputi, adanya perjanjian yang sah,
adanya kesalahan atau kelalaian debitur, timbulnya kerugian pada kreditur, serta
pernyataan lalai (somasi) sesuai Pasal 1238 KUHPerdata. Prestasi itu sendiri dapat
berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu .

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan melalui
PERMA Nomor 2 Tahun 2008, wanprestasi dikenal dengan istilah ingkar janji atau
mukhalafat al-syuruth. Pasal 36 KHES menyatakan bahwa para pihak dianggap
melakukan ingkar janji apabila:

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan
b. Melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan
c. Terlambat melaksanakan

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.?’

25 Sugiastuti, Natasya Yunita. “Ganti Rugi Akibat Wanprestasi (Perbandingan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Indonesia dan Civil Code of the Netherlands).” Jurnal Hukum Prioris 8, no. 2 (2022): 201-235.
https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14981.

26 Hibatullah, Muhammad Fahmi. "Akibat Hukum Wanpretasi Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata." el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
(2024). https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.10167.

27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal

36.
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Konsep ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan amanah, keadilan,
dan itikad baik dalam setiap akad muamalah. KHES menekankan bahwa wanprestasi
dalam transaksi syariah bukan hanya masalah pelanggaran kontrak, melainkan juga
pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus
mengedepankan prinsip keadilan substantif, kemaslahatan, dan menghindari riba atau

unsur-unsur spekulatif.?®

F. Penelitian Relevan
1. Saleh Ridwan dkk. (2025)
Jurnal dengan Judul “Implementasi Maqashid Syari’ah dalam Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros.”?’ Hasil
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di
Pengadilan Agama Kabupaten Maros telah mencerminkan implementasi maqashid
syariah, salah satunya pada prinsip hifz al-mal. Perlindungan terhadap hak dan harta
para pihak menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa
guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan hifz al-mal sebagai
landasan teoritis dalam menganalisis penyelesaian sengketa ekonomi Syariah.
Perbedaan Penelitian Saleh Ridwan dkk. berfokus pada implementasi maqashid
syariah dalam proses penyelesaian dan putusan perkara, sedangkan penelitian ini
berfokus pada pelaksanaan putusan dan dampaknya terhadap hifz al-mal.
2. Salsabila Alaudin (2024)
Skripsi yang berjudul “Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid
Syari'ah Fil Muamalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung).”’
Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan
Agama Tulumgagung dengan menilai kesesuaian penyelesaian sengketa dengan
tujuan syariat dalam bidang muamalah. Persamaan penelitian tersebut dengan
penelitian ini adalah sama-sama membahas sengketa ekonomi syariah di lingkungan

Pengadilan Agama serta menggunakan perspektif maqgashid syariah sebagai

28 Nurhayati, et al. “Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah. ” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2022).

2 Muhammad Fikrul Ma'arif Saleh, Muh. Saleh Ridwan, Ashar Sinilele, dan Hasbi, "Implementasi
Magqashid Syari'ah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Pengadilan Agama
Kabupaten Maros)," Iqtishaduna: Jurnal lImiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah 6, no. 3 (2025).

30 Salsabila Alaudin, Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Syari'ah Fil Muamalah (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung, 2024).
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landasan analisis. Perbedaannya, penelitian Salsabila Alaudin berfokus pada
penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara umum, sedangkan penelitian ini
berfokus pada pelaksanaannya.

3. Adinda Maretsyah Purba dan Fauziah Lubis (2024)

Penelitian dengan judul “Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)
Perkara Perdata.”®! Hasil Penelitian Penelitian menemukan bahwa hambatan utama
dalam pelaksanaan putusan perdata adalah tidak adanya iktikad baik pihak yang
kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, pengalihan objek sengketa
kepada pihak lain, kesulitan dalam pelaksanaan sita eksekusi, serta adanya
perlawanan hukum yang mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan secara
optimal. Persamaan Penelitian ini sama-sama mengkaji hambatan pelaksanaan
putusan yang mengakibatkan hak pihak yang menang tidak dapat dipenuhi secara
efektif. Perbedaan Penelitian tersebut hanya meninjau eksekusi dari perspektif
hukum perdata umum, sedangkan penelitian ini mengkaji hambatan pelaksanaan
putusan ekonomi syariah dan mengaitkannya dengan prinsip hifz al-mal.

4. Muhammad Fitri Adi dkk. (2022)

Dalam Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam
Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan.”*? Hasil
Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam
perkara pembiayaan murabahah menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal
dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan tersebut menyebabkan hak pihak
yang memenangkan perkara belum dapat dipulihkan secara efektif meskipun
putusan telah berkekuatan hukum tetap. Persamaan penelitian ini dengan penelitian
yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai hambatan pelaksanaan
eksekusi putusan dalam sengketa ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan
dengan pembiayaan murabahah. Keduanya juga membahas belum optimalnya
pemulihan hak akibat kendala dalam pelaksanaan putusan. Perbedaan Penelitian
Muhammad Fitri Adi dkk. berfokus pada pelaksanaan eksekusi hak tanggungan

secara umum di Pengadilan Agama Medan, sedangkan penelitian ini berfokus pada

31 Adinda Maretsyah Purba dan Fauziah Lubis (2024), “Penelitian Dengan Judul ‘Hambatan Dalam
Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata’ 6, no. 3 (2024): 209-21.

32 Muhammad Fitri Adi, Budi Sastra Panjaitan, dan Mhd. Yadi Harahap, "Pelaksanaan Eksekusi Hak
Tanggungan dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan," Al-Mashlahah: Jurnal
Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 10, no. 2 (2022): hlm https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3150.
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Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg. Selain itu,
mengaitkannya dengan perspektif Hifz al-Mal.
5. Warsidi, Sami Ullah Khan, dan Suhartono (2025)

Jurnal yang berjudul "Implementasi Magqasid Al-Syari‘ah dalam Pertimbangan
Hakim pada Sengketa Ekonomi Syariah."*® yang mengkaji penerapan prinsip-
prinsip Magasid al-Syari‘ah dalam pertimbangan hukum hakim ketika memutus
sengketa ekonomi syariah. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana nilai-nilai
Magasid al-Syari‘ah dijadikan dasar pertimbangan dalam menghasilkan putusan
yang adil dan memberikan kemaslahatan. Persamaan penelitian tersebut dengan
penelitian ini adalah sama-sama mengkaji sengketa ekonomi syariah dan
menggunakan kerangka Magasid al-Syari‘ah sebagai landasan analisis dalam
lingkungan Peradilan Agama. Perbedaannya, penelitian Warsidi, Sami Ullah Khan,
dan Suhartono berfokus pada implementasi Magasid al-Syari‘ah dalam
pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan putusan, sedangkan penelitian ini
berfokus pada pelaksanaan putusan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan, seluruhnya
memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas sengketa
ekonomi syariah, pelaksanaan putusan, maupun Aifz al-mal dalam kerangka magasid
al-syari‘ah. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus
mengkaji hambatan pelaksanaan putusan dalam perkara wanprestasi pembiayaan
murabahah di Pengadilan Agama Batang dengan analisis Teori Sistem Hukum
Lawrence M. Friedman dan perspektif hifz al-mail.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty), yaitu
berfokus pada analisis hambatan pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Batang
Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah
serta dampaknya terhadap prinsip hifz al-mal. Fokus tersebut diharapkan dapat
memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah,
khususnya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dan perlindungan hak atas

harta dalam kerangka magqasid al-syari ah.

33 Warsidi, Sami Ullah Khan, dan Suhartono, “Implementasi Magasid Al-Syari‘ah dalam Pertimbangan
Hakim pada Sengketa Ekonomi Syariah,” Magqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 14, no. 3 (2025),
https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28691.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian
yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat
melalui pengumpulan data lapangan untuk melihat bagaimana suatu ketentuan
hukum diterapkan dalam praktik. Jenis penelitian ini dipilih karena difokuskan pada
Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg, dan melihat
bagaimana pelaksanaannya dilapangan.*

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (sociological approach.
Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial guna
mengamati kesesuaian antara ketentuan normatif (das sollen) dengan realitas
pelaksanaannya di lapangan (das sein). Melalui pendekatan ini, fakta-fakta terkait
kendala pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg yang digali di
lapangan akan dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman
serta ditinjau relevansinya dari perspektif hifz al-mal (perlindungan harta) dalam
kerangka magqasid al-syari ‘ah.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang menjadi asal diperolehnya data
yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data
dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara
langsung dari lapangan melalui responden atau informan, sedangkan data sekunder
diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai dokumen hukum dan literatur
yang relevan dengan permasalahan penelitian.

a. Data Primer
Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama di lapangan melalui wawancara dengan para pihak yang terkait langsung
dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui
wawancara dengan pihak KSPPS BTM Batang selaku Penggugat dalam Putusan
Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg, Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan
Agama Batang yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan putusan tersebut.

b. Data Sekunder

3 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum Empiris: Konsep dan Pendekatan,” Jurnal Penelitian Hukum
De Jure 20, no. 3 (2020): 405-418.
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Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan
dengan menginventarisir berbagai bahan hukum yang relevan dengan penelitian.
Bahan Hukum tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer

a) Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg.
b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

¢) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
d) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, tesis, skripsi, dan karya
tulis ilmiah yang meiliki tema sejenis dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia,
indeks, dan sumber lainnya yang membantu menjelaskan istilah-istilah yang
digunakan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk
memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.
Dalam penelitian hukum yuridis empiris, teknik pengumpulan data disesuaikan
dengan jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk
memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini
menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan
berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun, namun tetap memberikan
kesempatan kepada informan untuk menjelaskan jawabannya secara lebih luas.

Wawancara dilakukan dengan Hakim, Panitera, Jurusita Pengadilan Agama

Batang yang memahami pelaksanaan putusan, serta pihak KSPPS BTM Batang

selaku penggugat dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg.

b. Dokumentasi



39

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan
dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut digunakan
untuk memperoleh data yang bersifat autentik sebagai pendukung hasil
wawancara. Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi Putusan Pengadilan
Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg, dan dokumen lain yang
berkaitan dengan pelaksanaan putusan, serta peraturan perundang-undangan
yang relevan.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
menginventarisir bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, yang
selanjutnya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, bahan hukum
primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang
mengikat, meliputi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Herzien Inlandsch Reglement
(HIR), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Nomor 4 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Putusan
Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg. Kedua, bahan
hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang
relevan dengan hukum acara perdata dan magqasid al-syari‘ah. Ketiga, bahan
hukum tersier, berupa kamus hukum dan glosarium istilah yang menunjang
pemahaman terminologi dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah
diinventarisir tersebut selanjutnya diklasifikasikan dan disistematisasi untuk
mendukung analisis data primer hasil wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis
data kualitatif interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles, A.
Michael Huberman, dan Johnny Saldafia.*> Dalam model ini, analisis data dilakukan
secara berkesinambungan sejak sebelum pengumpulan data, selama proses
pengumpulan data berlangsung, hingga setelah seluruh data terkumpul. Proses
analisis dilakukan secara interaktif sampai data yang diperoleh dinilai memadai
untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai hambatan pelaksanaan

Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara

33 A. M. Yusuf, “Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data Model Miles dan Huberman,” Jurnal Ilmu
Pendidikan, Vol. 18, No. 1 (2019), hal. 65-67.
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wanprestasi pembiayaan murabahah. Model analisis data tersebut meliputi tiga
tahapan utama, yaitu:
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian,
menyederhanakan, mengelompokkan, dan mengorganisasikan data yang
diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian.
b. Penyajian Data
Penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dalam
bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan
antardata dan menemukan pola yang berkaitan dengan hambatan pelaksanaan
putusan.
c. Penarikan Kesimpulan
Tahap ini dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan data yang
telah dianalisis serta melakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian antara
data yang diperoleh dengan hasil penelitian. Selanjutnya, data dianalisis
menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman untuk
mengidentifikasi hambatan berdasarkan aspek struktur hukum, substansi hukum,
dan budaya hukum, kemudian ditinjau dari perspektif hifz al-mal untuk

mengetahui dampaknya terhadap perlindungan hak atas harta.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran yang sistematis
mengenai penelitian ini, penulisan skripsi disusun ke dalam lima bab sebagai
berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

BAB I LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL
Bab ini menguraikan landasan teori dan konseptual yang digunakan dalam penelitian
meliputi, teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, teori Hifz al-Mal, konsep

Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Konsep Wanprestasi.
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BAB Il HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR  2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg DALAM PERKARA WANPRESTASI
PEMBIAYAAN MURABAHAH
Bab ini memuat hasil penelitian lapangan dan data-data yang berkaitan dengan objek
penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi gambaran umum Pengadilan Agama
Batang, duduk perkara putusan Nomor 2/Pdt.G.S/PA.Btg, pertimbangan hukum
hakim dan amar putusan, serta data penelitian beupa hasil wawancara dengan pihak-
pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan putusan.

BAB IV ANALISIS HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN NOMOR 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg DALAM PERKARA
WANPRSETASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF HIFZ AL-MAL
Bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah.
Analisis pertama dilakukan terhadap apa saja hambatan pelaksanaan Putusan Nomor
2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg yang diidentifikasi menggunakan Teori Sistem Hukum
Lawrence M. Friedman. Analisis kedua dilakukan dengan meninjau dampak
hambatan pelaksanaan putusan tersebut dengan persepektif perlindungan harta (hifz
al-mal) dalam kerangka Magashid Syariah.

BAB V PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dianggap perlu

berdasarkan temuan penelitian.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap
hambatan pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam sengketa
wanprestasi pembiayaan murabahah dengan teori Lawrence M. Friedman, serta
dampaknya menurut perspektif Hifz al-Mal dalam kerangka Maqgashid Syariah, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg
belum terlaksana meskipun telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Berdasarkan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman,
hambatan tersebut tidak bersumber dari ketidakjelasan objek dan jumlah kewajiban
pada aspek substansi hukum (legal substance), karena amar putusan telah
dirumuskan secara jelas, memenuhi syarat sebagai putusan yang dapat dieksekusi,
dan memberikan dasar hukum yang memadai bagi pemulihan hak Penggugat.
Meskipun demikian, terdapat celah pada substansi hukum berupa rumusan
mekanisme pelaksanaan alternatif yang bersifat permisif (memberikan hak kepada
Penggugat untuk mengambil dan menjual objek jaminan) dan bukan direktif
(memerintahkan aparat pengadilan untuk melaksanakan sita dan lelang eksekusi),
sehingga hambatan yang lebih dominan terletak pada aspek struktur hukum (legal
structure) dan budaya hukum (legal culture). Pada aspek struktur hukum,
mekanisme eksekusi yang bersifat pasif menyebabkan pengadilan hanya dapat
bertindak setelah adanya permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan,
ditambah dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam melacak keberadaan
objek jaminan dan memperoleh akses terhadap data aset debitur. Sementara itu, pada
aspek budaya hukum, tidak adanya iktikad baik Tergugat untuk melaksanakan
putusan secara sukarela menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap putusan
pengadilan. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan putusan lebih dipengaruhi
oleh kelemahan struktur hukum dan budaya hukum daripada substansi hukumnya.

2. Menurut perspektif hifz al-mal dalam magasid al-syari ‘ah, hambatan pelaksanaan
Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara
wanprestasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa tujuan syariat dalam
memberikan perlindungan terhadap hak-hak kebendaan belum terwujud secara

optimal. Tidak adanya iktikad baik Tergugat dalam memenuhi kewajibannya

42



43

mengakibatkan hak kebendaan Penggugat yang telah diakui melalui putusan
pengadilan tidak dapat dipulihkan secara nyata. Di sisi lain, keterbatasan mekanisme
dan kapasitas pelaksanaan eksekusi menyebabkan perlindungan hukum yang
diberikan negara masih bersifat normatif dan belum efektif menjamin pemulihan hak
kreditur syariah. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi
Penggugat, tetapi juga berdampak pada kepentingan kolektif anggota KSPPS BTM
Batang serta berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas
penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama. Oleh karena itu,
tujuan hifz al-mal, baik dalam aspek perlindungan hak kebendaan, pemulihan hak,
maupun perwujudan kemaslahatan (jalb al-masalih) dan pencegahan kemudaratan
(dar’ al-mafasid), belum tercapai secara optimal dalam pelaksanaan putusan

tersebut.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi Pengadilan Agama Batang
Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan eksekusi,

terutama melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, seperti SAMSAT,
guna membantu penelusuran aset milik debitur. Selain itu, hakim perlu
mempertimbangkan perumusan amar putusan yang secara tegas bersifat
memerintahkan (directive) kepada aparat pengadilan untuk melaksanakan sita dan
lelang eksekusi, bukan sekadar memberikan hak kepada Penggugat untuk
mengambil dan menjual objek jaminan secara mandiri, sehingga pelaksanaan
putusan memiliki kepastian mekanisme dan tetap memperoleh dukungan kekuatan
memaksa dari negara.

2. Bagi KSPPS BTM Batang

Memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan

melalui analisis kelayakan calon anggota yang lebih menyeluruh, pengikatan
jaminan yang optimal, serta pemantauan berkala terhadap keberadaan objek jaminan
selama masa pembiayaan berlangsung. Selain itu, pada saat mengajukan gugatan
wanprestasi, KSPPS BTM Batang disarankan untuk turut mengajukan permohonan
sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek jaminan sejak awal proses persidangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, agar objek jaminan berada dalam status

hukum yang pasti dan terlindungi dari kemungkinan dipindahtangankan atau
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disembunyikan oleh Tergugat sebelum putusan dijatuhkan, sehingga tidak
menimbulkan kesulitan penelusuran pada tahap pelaksanaan putusan.
. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, khususnya para pihak yang melakukan transaksi pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah, diharapkan memiliki kesadaran hukum dan iktikad baik
dalam memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati, serta mematuhi putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
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